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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATi KARO
NOMOR.Il TAUUX.*oLg

TENTANG

PBRHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA gSA

BUPATI KARO,

bahwa daiam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak
Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 288
tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai
Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sehingga
perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ekonomi dan kondisi pada saat ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lernbaran
Negara Republik indonesia Tahun 1955 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang*
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 3209);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun L977 tentang Penagihan
Pqjak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaineana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
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undang-undang Nomor 14 Tahun 2aa2 tentang PengadiQl
pajak lk*b*ru.n Negara Republik Indonesia Ta"hun 2AO2

Iqomor 27. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 189);
undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuanfan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran l,Iegara Republik Indonesia Nomor
aa38);

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
i32, T"*bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaaal;
undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1"1,

Tamfuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae66l;
undaag-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
aan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ZOOq Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 5025);
undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomro 50a9);
undang-undang Nomor 12 Tahun 2}fi tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a\;
Untang*llndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4
Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang*undang Nomor 23 Tahun
2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara

Republik IndLnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2O0O tentang Tata

cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor i3S, T**bahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a0a9l;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran negara Republik
indonesia tahun 2005 nomor 14A, tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5791;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambah"an Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593); 
14. peraturan...



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah Ciubah beberapa katri terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun 2013
tentang Pajak Reklame (lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2OO3 Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo {Lembaraa Daerah Katrupaten Kara Tahun
2016 No*o. 05, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Karo
Nomor 05);
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2AL6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah {Berita Daerah Kah,upaten Karo
Tahun 2At6 Nomor 35i;
Peraturan Bupati Karo Nomor a4 Tahun 2al9 tentang
Pemherian lzrn dan Teknis Penyelenggaraan Reklame {Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun z}rc Nomor O4);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l"

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Karo.

Z. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl Pemerintahan oleh
pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan d.engan prinsip otonomi seluas*luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seLragaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
g. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'

4. Bupati adalah BuPati Karo.
S. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang

ditetapkan sebagai dasar perhitungall penetapan besarnya peiak reklame'

6. pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wqjib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan uang bersifat

mernaksa berriasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan dijpergunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'
7.Bad"an...
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7. Badan adalah sekumpuian orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara TBUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah {BUMD} dengan nama dan dalam bentuk apapun, f,irttta, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

ma$$&, orgarrisasi sosial politik, atau organisasi l+innya, lembaga dan

bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk

usaha tetaP.
8. Pajak Reklame adalah peiak atas penyelenggaraan reklame.
g. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentu dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan dan atau badan yang dapat dilihat, divbaca, didengar,

d"irasakan dan atau dinikrnati oleh umum-
10. Reklame Papan/Billboard/Mini Biilboard/Bando adalah reklame yang

terbuat dari papan kayu, calli brete, uingle termasuk seng atau bahan lain

yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan,

halaman, atau di atas bangunan.
11. Reklame MegatronlVideotronllarge Electronic Display (LED) adalah

reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame

atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat

berubah*ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik'
12. Reklame 1[1a-11 Paintins/ Brand.ing adalah reklame yang ditempatkan/

rnelekat pada sisi strategis suatu bangunan baik ditempatkan di dinding

atau pagar dengan menggunakan cat/ pewarna'

13. Reklame Neon Box/shop sign adalah reklame yang diselenggarakan

berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi,

alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik'

fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau

sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box

yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau

ditempelkan pada dinding baik seja.iar, melintang atau menyitrans jalan'

14. Reklame Neon Sign/Pole Sign adalah reklame yang diselenggarakan

berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign {lampu

neon kecil berwarna) yang dipasang pada papanlboard dengan rangka dan

plat besi, alurnunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan

konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar,

melintang atau menYilang ja1an.

15. Reklame...



15. Reklame Baliho/Reklame Merek usaha (hasil produk)/Reklame Merek

Toko {non produk} adalah reklame yang diselenggarakan berupa

gambarllukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik

disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk

kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan

rangka/board besi, alumuniurn dilas/rivet/bout atau kayu/bambu diikat

kawat atau tali dan bersifat tidak permanen"

16. Rekiame kain/banner/umbu1-urnbul adalah reklame Yang

diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tuiisan dengan

menggurlakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan

lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasasg dengan cara digantungkan

horizontallvertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai

tiang tresi/bambu.
17. Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame yang diselenggarakan

berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas

disablon atau dicetak/offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan'

dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

1g. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,

diselenggarakan d.engan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta

dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau

digantungkan pada suatu benda lain'
19. Reklame berjalan/kend.araan adalah reklame yang ditempatkan atau

ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau

tulisan.
2O. Reklame suara. adalah reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang

ditimbulkan dari atau oleh perantara alat'
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan

menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis'

22. Reklame "prrg adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar,

lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada

suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

23. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara

meoggunakan klise herupa kaca atau fih- atau bahan-bahan yang sejenis'

sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau

benda lain di dalam ruangan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai Suara'

BAB II
REKLAME

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR'

{2) Dalam...



l2l Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

t3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud
pada ayat {tr} dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

a. Jenis reklame;
b. Jangka waktu penyelenggaraan;
c. Jumlah media reklame yang dipasang;
d. Ukuran media reklame;
e. Lokasi penempatan.

(4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e

didasarkan pada klari{ikasi jalan dengan parameter :

Jalan Nasional =l
Jalan Provinsi.. = |
Jalan Kabupaten.................. = 0,75

(S) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak diketahui
dan/atau dianggap tidak weJar, NSR ditetapkan dengan menggunakan

faktar-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat {3) adaiah jenis

reklame dikali jangka waktu dikali jurnlah media dikaii ukuran dikali
Lokasi penempatan.

(7) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai

berikut:

a. Reklame Papan Bando/Balil:,o/
Billboard /Mini Billboard Rp 4.000,-/meter /hari

b. Reiclame Megatron/Videotronl
Large Electronic Display (LED). Rp. 55.000,-/meter/hari

c. Reklame Wall Painting/Branding Rp. 2.000,-/meter/hari
d. Reklame Neon Box/Shop sign. Rp. 4.000,-/meterlhan
e. Reklame Neon Sign/Pole SiSn..," Rp. 4"O00,-/meter/hari

f" Reklame Merek Usaha {hasil produk} Rp. 2.O00,-/meterfhari
g. Reklame Merek Toko {non produk}. Rp. i.500,-/meter/hari
h. Reklame Kain/Banner/Umbul - umbul". '....... Rp. 3.000,-/meter/hari
i. Reklame Melekat/Poster/Stiker. Rp. 4.000,-/lernbar/bulan
j. Reklame Selebaran Rp. 1.500,-/lembar
k" Reklame Berjalan/Kendaraan..... Rp. 10.000,-/meterlhari
l. Reklame Suara' Rp' 150'O00,-/hari
m. Reklame Udara. Rp' 1'O00'000,-/bu1an

n. Reklame Apung permane11........... Rp. 10'00},-l}l-;8r1

o. Reklame Apung tidak permanen Rp. 1OO.OOO,-/hari

p. Reklame Peragaan Rp. 25.00o,-/hari

BAB III...



i*AB IlI
T,&RIP DAIX{ T,qTA CII,RA PMRHITUI{GAN PAJAK

iasal 3

Tarif Pqiak Reklame ditetapkan sebir:sar 2,5 #/* dari sliiai kontrak reklame y&ng
diseie*ggaraka* *l*tr pihak ketiga i,;ian ya:rg diselenggar*.kan sendiri d.e*gan
n:exnperhatika-n fakt*n *ebagaiman* dimaksud pada Fasal ? ayat i3i huruf a
sarnpai dexgan hurr.f e.

?'asal 4

Besa.ran p*kok Pajak Rekla:n* yen* terrltang dihitung dertgan cs"r&.

rnengalikan tarif *ehagaiur*na ctri;::aksud dal.am Fasal 3 d,er:gan riasar
pflng*n*.efl pajak sebagaimaxa dimaiisud trasel 2 *yat {6}.

}IiAB TV

KH?AN?I iAI{ PNNU?UF
|esal 5

Ilengan ditetapkan&ys. fre::atura::. I:rupati ini, Feratursn Bupati N*mor ?SB

Tahun *ff:"3 tentang Ketentuar: l.ebih Lanjut h{eng*nai Perhitung*,* Hil*.i Sewa

Reklaxre dicabut dan dinyatakan tidrxk berlaku.

l::'ms*l6

Peraturan Eupati ini mulai berlaku p,;rda tar:ggal diundangkan"
Agar setiep orans dapat rnenget*;huin3ra, mem*rintahkan p*xgrtndangan
Fcraturan Supati ini dengarx pefl€m3:mtann3ra dalaru Berita fiaerah Kabupaten
K*.r:a"

i litetapkan di Kabanjahe
i.,ada tanggai 10 reptrt u ?01*

ffiUPATI K&R*,

Diundanska.n cii Kah*"nja}:*
pad,a ta*gga1 \\ APetu **1*

SE:KR&TARI KABUPATHT{ &q.RO-

i{qh{pE PUREA

TERKELIN BRAT"{MANA

BERI?A tr},qHRAH KABUP&TE$ KAR*'flAHUN ?CI19 $r$hs$R""12


